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BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a,
dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk mendapatkan persetujuan bersama selanjutnya
ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah setelah
dievaluasi Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
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Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lvmhnrran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang L‘u}m:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755),

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersth dan Bebas d.\ln
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 6398) ; %‘
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia ~ Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4570) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemernintah Nomor S0
Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi heuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51535).

Peraturan Pemenntah Nomor 63 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penvusunan dan Penerapan Standar Pelavanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2003
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 45895);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 (entang
Pelaporan Keuangan dan Kinepa Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2000
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republk [Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S1635);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219y,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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20.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentany
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagammana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomot
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor o Tahun 2011 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanya
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa vang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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37.

38.
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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor & Tah

tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  heuangan —hac
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomwr
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor .9 Tahur
tentang Hak Keuangan dan Administranl | .
Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nonx
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten hudus
Nomor 211);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor ¢ Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daeral
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 20149
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beana
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembatan
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 4.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat °

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

m -0 o0 oD

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilampiri dengan Laporan Realisasi Kinerja Pemenntah Dacrah
dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Mihk
Daerah/Perusahaan Daerah serta lkhtisar Laporan heuangan
Dana Desa.
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Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a
b

Pendapatan Rp 2 090430.364 4 13,00
Belanja dan Transfer Rp 2.061.664 156 540,00
Surplus Rp 28.766.207 873,00
Pembiayaan

- Penerimaan Rp  169.651.140.940,00
- Pengeluaran Rp 7. 500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 162.151140940,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

(Rp 28.109.208.587,00) dengan rincian sebagai berikut.

1. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp 2 118.539.573.000,00
2. Realisasi Rp 2.090.430.364.413,00

Selisih kurang (Rp 28.109.208.587,00)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer
sejumlah (Rp 219.054.615.460,00) dengan rincian
sebagai berikut:
1. Anggaran belanja

dan Transfer

setelah perubahan Rp 2.280.718.772.000.00
2. Realisasi belanja Rp 2.061.664.156.540,00

Selisih kurang (Rp  219.054.615.460,00)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(Defisit)
sejumlah Rp 190.945.406.873,00 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Surplus/(Defisit)
setelah perubahan (Rp  162.179.199.000,00)
2. Realisasi Rp 28.766.207.873,00
Selisih lebih Rp 190.945.406.873,00

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp 28.058.060,00) dengan rincian sebagal
berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp  169.679.199.000,00
2. Realisasi Rp 169.651.140.940,00

Selisih kurang (Rp 28.058.060,00)
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¢. Sehsth  anggaran  dengan  realisasi  pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan nincian sebaga
berikut:
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 7.500.000.000,00
2. Realisasi Rp 7.500.000.000,00
Selisih Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah (Rp 28.058.060,00) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan  Rp 162.179.199.000,00

2. Realisasi Rp 162.151.140.940,00
Selisih kurang (Rp 28.058.060,00)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang
berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran

Lebih Awal RP 169.679.195.012,00
b. Penggunaan Saldo

Anggaran Lebih Rp 169.638.236.692,00
c. Sisa lebih Pembiayaan

Anggaran Rp 190.917.348.813,00

d. Koreksi Kesalahan
Pembukuan Tahun

Sebelumnya (Rp 40.958.320,00)
e. Saldo Anggaran
Lebih Akhir Rp 190.917.348.813,00
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢
per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp 4.468.531.280.044,62

b. Jumlah kewajiban Rp 45.694.093.284,08

c. Jumlah ekuitas Rp 4.422.837.186.760,54
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 2.027.701.709.476,44
b. Beban Rp 1.870.068.838.131,58
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Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampal dengan
31 Desember 2019 sebagai berikut .

a. Saldo kas awal

per 1 Januari 2019 Rp 169.679.195.012,00
b. Arus kas dari aktivitas

Operasi Rp 305.735.733.538,00
c. Arus kas dari aktivitas

Investasi (Rp 284.456.621.417,00)
d. Arus kas dari aktivitas

Pembiayaan (Rp 0,00)
e. Arus kas dari aktivitas

non anggaran (Rp 14.189.905,00)

{. Saldo kas akhir
per 31 Desember 2019 Rp 190.944.117.228,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf { dengan tahun yang berakhir
31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal Rp 4.132.328.604.597,53

2. Surplus/(Defisit)-LO Rp 107.399.924.332,79

3. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 183.108.657.830,22

4. Ekuitas Akhir Rp 4.422.837.186.760,54

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

a. Lampiranl :  Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Lampiran [.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran
menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran [.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan,;
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Lampiran 1.4

Lampiran Il

Lampiran [II
Lampiran [V
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran [X

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII :
Lampiran XVIII:

Lampiran XIX

Lampiran XX

-10-

Rekapitulasi Reahisasi Anggaran
Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas,

Catatan atas Laporan Keuangan,
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisthan Piutang
tidak tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investas)
Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap,

Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerabh,;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan

[khtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah.
Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. lkhitisar Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah
tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini;

b.

Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan
Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah

ini; dan

Ikhitisar Laporan Keuangan Dana Desa tercantum dalam
Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

b o«



Bupatt menctapkan Peraturan Bupat tentang Peny.
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Ang
Belanja Daerah kabupaten kudus Tahun Anggaran

scbagail rincian lebih lanjut darn P
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat.

Pasal 1.2

iharan
garan Pendapatan dan
2019

craturan Dacrah tentang
e dan

Belanja Daerah kabupaten kudus Tahun Anggaran 2019

Peraturan
diundangkan.

Agar

setiap

Daerah

Pasal 13

mi

orang

mulat

mengetahuinya,

berlaku  pada tanggal

memeritahkan

pengundangan Peraturan Dacrah it dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :
No, Jabatan Pﬁaf
¢ T5omn i3
- h; i
2 | ASISTEN SEXDA ,{
3 | KEPALA DINAS/BADAN V

KEPALA
q i
BAGIAN/KANTOR/BIDANG ﬁz
5 | BAGIAN HUKUM o(-.
Diundangkan di Kudus

pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

7’L“k€| b )?L

/

SAM’ANI INTAKORIS

vl

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 September 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUI}\IH,_’)

élﬁ/\/}ﬂ OPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-197/2020)
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